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Dalam lanskap politik demokrasi elektoral seperti saat ini, realitas lapangan
telah mendorong Partai-partai Islam mengambil pendekatan pragmatisme politik,
yaitu pendekatan yang mengutamakan efektivitas dan pencapaian tujuan elektoral
daripada kekakuan ideologis. Pragmatisme menuntut Partai Islam untuk lebih
inklusif guna mencapai tujuan politik, meski harus menyesuaikan atau menafsirkan
ulang doktrin ideologis Partai. Melalui penelitian mixed method diketahui bahwa
inklusivitas Partai Islam dalam menerima keanggotaan nonmuslim memunculkan
sejumlah problematika, baik poblem filosofis, yuridis, maupun sosiologis, dan
bagaimana rekonstruksi konstitusional ketentuan keanggotaan pada Partai-partai
Islam tersebut.

Problem filosofis dalam sistem rekrutmen Partai-partai Islam mencerminkan
konflik antara ideal normatif Islam dan kalkulasi politik demokratis, dikarenakan
Partai Islam merupakan entitas politik yang mengusung nilai-nilai syariat,
sementara negara menganut sistem hukum nasional yang bersifat pluralis dan
sekuler dalam pengaturannya.

Partai Islam juga menghadapi problem sosiologis dikarenakan adanya
beberapa jabatan struktur Partai yang hanya bisa dijabat oleh anggota yang
beragama Islam. Hal ini memiliki potensi besar untuk terjadinya gesekan sosial
dalam internal partai.

Sebagian Ahli menghendaki agar Partai Islam melakukan rekonstruksi asas
dan sistem keanggotaan Partai. Asas Islam tidak lagi hanya dimaknai sebagai
perjuangan simbolik tetapi sebagai komitmen terhadap nilai-nilai etis dan
transformatif yang bersifat universal. Sebagian ahli yang lain menghendaki agar
Partai Islam tetap mempertahankan ideologi Islamnya, dan menerapkan ideologi
tersebut secara konsekuen. Karena yang bermasalah bukan pada asas, tetapi
penerapan dan kualitas SDM pelaksana Partai.

Setidaknya ada 2 (dua) alternatif penyesuaian pada konstitusi Partai-partai
Islam. Pertama, rekonstruksi sistem rekrutmen keanggotaan, dapat berupa: 1)
Penegasan bahwa sistem keanggotaan Partai Islam hanya dari kalangan umat Islam,
yang berarti menjadikan Partai-partai Islam tersebut sebagai partai tertutup
(eksklusif); 2) Mencantumkan secara tegas dan jelas dalam AD/ART Partai bahwa
sistem keanggotaan Partai Islam adalah bersifat terbuka untuk seluruh warga negara



Indonesia; 3) Mempertahankan rumusan ketentuan rekrutmen sebagaimana yang
sudah ditetapkan dalam AD/ART Partai Islam. Secara implisit, sistem rekrutmen
Parta-partai Islam tersebut sudah bersifat terbuka, sama sebagaimana ketentuan
sistem rekrutmen yang berlaku pada partai nasionalis sekuler seperti PDIP dan
Partai Golkar. Kedua, rekonstruksi asas Islam Partai, dapat berupa: 1) Penghapusan
asas Islam. Hal ini dikarenakan sikap pragmatisme Partai-partai Islam yang
dianggap tidak berbeda dengan partai nasionalis sekuler. 2) Rekonstruksi asas Islam
yang kontekstual. Selama ini formulasi asas Islam dianggap kaku dan eksklusif,
sehingga Partai-partai Islam perlu merekonstruksi konstitusinya agar asas Islam
tidak hanya dimaknai sebagai perjuangan simbolik, tetapi sebagai komitmen
terhadap nilai-nilai etis dan transformatif yang bersifat universal. Ini merupakan
jalan tengah Partai Islam dalam sistem politik demokrasi tanpa kehilangan jati diri
ke-Islamannya. Ketiga, peneguhan asas Islam Partai, karena yang dipandang
sebagai problematikanya adalah pada kualitas sumber daya dan personalia partai,
sehingga yang perlu dibenahi adalah sumber daya dan personalia partai, bukan pada
asas partai.
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In the current political landscape of electoral democracy, the realities on the
ground have encouraged Islamic parties to adopt a pragmatic political approach,
namely an approach that prioritizes effectiveness and the achievement of electoral
goals over ideological rigidity. Pragmatism demands that Islamic parties be more
inclusive in order to achieve their political goals, even if this requires adjusting or
reinterpreting the party's ideological doctrine. Through mixed methods research, it
was discovered that the inclusiveness of Islamic Parties in accepting non-Muslim
members raises a number of problems, including philosophical, legal, and
sociological ones, and how the constitutionality of membership provisions within
these Islamic parties should be reconstructed.

The philosophical problems within the recruitment systems of Islamic parties
reflect the conflict between normative Islamic ideals and democratic political
calculations, as Islamic Parties are political entities that uphold Sharia values, while
the state adheres to a pluralist and secular national legal system.

Islamic Parties also face sociological problems due to the existence of several
structural positions in the Party that can only be held by Muslim members. This has
significant potential for social friction within the parties.

Some experts urge Islamic Parties to reconstruct their principles and
membership system. Islamic principles should no longer be interpreted merely as a
symbolic struggle but as a commitment to universal ethical and transformative
values. Others urge Islamic Parties to maintain their Islamic ideology and
implement it consistently. The problem lies not in the principles, but in the
implementation and quality of the Party's human resources.

There are at least two alternative adjustments to the constitutions of Islamic
parties. First, the reconstruction of the membership recruitment system could take
the following forms: 1) Affirming that Islamic Party membership is restricted to
Muslims only, thus making these parties closed (exclusive) parties; 2) Clearly



stating in the party's bylaws (AD/ART) that the Islamic Party membership system
is open to all Indonesian citizens; 3) Maintaining the formulation of recruitment
provisions as stipulated in the Islamic Party's bylaws (AD/ART). Implicitly, the
recruitment system of these Islamic parties is already open, similar to the
recruitment provisions applicable to secular nationalist parties such as the
Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) and the Golkar Party. Second, the
reconstruction of the party's Islamic principles could take the following forms: 1)
Eliminating the Islamic principle. This is due to the pragmatism of Islamic parties,
which is considered no different from that of secular nationalist parties; 2) A
contextual reconstruction of Islamic principles. Until now, the formulation of
Islamic principles has been considered rigid and exclusive, so Islamic parties need
to reconstruct their constitutions so that Islamic principles are not merely
interpreted as a symbolic struggle, but as a commitment to universal ethical and
transformative values. This is a compromise for Islamic parties in a democratic
political system without losing their Islamic identity. 7hird, strengthening the
party's Islamic principles, because the problem is seen as the quality of party
resources and personnel. Therefore, what needs to be improved is party resources
and personnel, not party principles.
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